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PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASIDAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

Memmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

. bahwa dengan dibentuknya Dinas Kescjahteraan Sosial

Kabupaten Demak yang merupakan pemecahan dari Dinas
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Demak,
maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-
dinas  Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak ; -

. bahwa guna meningkatkan upaya penggalian dana bagi

peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya bidang
tera dan meterologi dipandang perlu menyempurnakan
pama salah satu  Seksi pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Koperasi ; '

_bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b,

dipandang  perlu untuk ditetapkan  dalam Peraturan
Daerah. ;

. Undang-undang Nomor 13 -Tahun 1950 fentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Jawa Tengah ;

.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

; Uudang-uﬁdang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomeor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

5. Peraturan ...



¥
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5. Peraturan Pemenntah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1I Semarang
(Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah
Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 165 ) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan :

10. Keputusan M enteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000
tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah KEabupaten / Kota ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2000
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2001
Nomor 3 ).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

M enetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DPEMAK
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS.-DINAS DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK .

Pagal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2001
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-dinas Daerah di lingkungan Pemeritah Kabupaten
Demak yang telah disetujui DPRD Kabupaten Demak dengan
Keputusan Nomor 22/KEP.DPRD/2001 tanggal 7 April 2001
dan diundangkan pada tanggal 14 April 2001 dalam Lembaran
Daerah KEabupaten Demak Tahun 2001 Nomor 3 Seri D Nomor
3 diubah sebagai berikut :

II. Lampiran ....




..
I Lampiran II diubah sehingga dibaca sebagai benkut

SUSUNAN ORGANISASIDAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

BABI1
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 1

(1) Dinas Kesechatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten .

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans
Daerah .

Bagian kedua
Tugas Pokok
Pasal 2

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonom:
daerah dibidang kesehatan .

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas

Eesehatan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kesehatan ;

b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang
kesehatan ; .

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas ;

BAB 1I
ORGANISASI
Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :

a. Kepala Dinas ;

b. Bagian Tata Usaha ;

¢. Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan ;

d. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serla

Penyehatan Lingkungan (P3PL) ;

Sub Dinas Pembinaan dan Pengendalian Farmasi ;

f. Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminafi Pemeliharaan
Keschatan Masyarakat (JPEM) ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;

h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

a7

Bagian ...
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Bagian Kedua
Kepala Dinas
Pasal 5

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
otonomi daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas
desentralisasi bidang kesehatan .

Pazal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kepala
Dinas mempunyai fungsi :

a. perumusan Ir.eh:jakan teknis sesuai dengan ruang lingkup tugasnya ;

b. pemberian perijinan dan pelayanan umum :

¢. pembinaan terhadap unit pelaksanaan tukms Dinas dalam lingkup

tugasnya .

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas penyusunan rencana dan program
kesehatan, bidang kepegawaian, keuangan, surat menyurat,
perlengkapan, rumah tangga, humas dan protokol, registrasi, akreditasi
dan pembuatan laporan kerja Dinas .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 7, Bagian

Tata Usaha mempunyai fungsi :

2. penyusunan rencana dan program keschatan, kepegawaian, umum
dan keuangan ;

b. pelayanan registrasi, akreditasi, hukum dan lisensi kesehatan ;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan
perbendaharaan ;

d. pembinaan dan evaluasi sesuai tugas pokoknya .

Pasal 9
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari -
a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kesehatan ;
¢. Sub Bagian Umum dan Keuangan .

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertangghingjawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha .

Pasal 10 ...




Pazal 10

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fugas menyusun
rencana dan program kesehatan, menghimpun data statistik bidang
kesehatan, melaksanakan pemantavan dan evaluasi program
kesehatan, menghimpun, mengelola dan menyusun laporan dinas,
melayani perijinan bidang kesehatan, menangani hukum dan lisensi
keschatan .

(2) Sub Bagian Kepegawaian dan Tenaga Kesehatan mempunyai tugas
mengelola administrasi  kepegawaian, kesejahteraan, latihan
pegawai, tenaga kesehatan serta melaksanakan akreditasi .

(3) Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas mengelola
surat-surat dinas, perlengkapan dan pengadaan, menangani urusan
humas, protokol dan rumah tangga dinas, mengelola administrasi
keuangan dan perbendaharaan .

Bagian Keempat _
Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan
Pasal 11

Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan mempunyai
tugas menyusun rencana pembinaan guna peningkatan mutu pelayanan
keésehatan dan kesehatan keluarga serta pembinaan institusi kesehatan di
wilayah Kabupaten Demak .

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Sub

Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi Kesehatan mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan
kesehatan anak, ibu, KB dan usia lanjut ;

b. Merencanakan kegiatan pembinaan peningkatan mutu pelayanan
keschatan di rumah sakit khusus, umum dan Puskesmas ;

¢. Merencanakan kegiatan dan pengelolaan laboratorium kesehatan ;

d. Perencanaan kegiatan pembinaan gisi masyarakat ;

e. Melakukan evaluasi kegiatan program sesuai tugas pokok .

Pasal 13

(1) Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Intitusi Kesehatan terdiri dari :
a. Seksi Kesehatan Keluarga ;
b. Seksi Gizi ;
¢. Seksi Instifusi Kesehatan

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Dinas Kesehatan Keluarga dan Institusi
Kesehatan.

Pasal 14 ...
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Pazal 14

(1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas perencanaan kegiatan
pelayanan kesehatan ibu hamil dan ibu nifas, anak bayi, balita dan
pelayanan kesehatan keluarga berencana di Puskesmas, Puskesmas
Pembantu, Polindes serta usia lanjut, pembinaan terhadap kegiatan
pelayanan kesehatan tersebut serta evaluasinya .

(2) Seksi Gizi mempunyai tugas perencanaan Kegiatan pembinaan dan
pengawasan gizi masyarakat, pengawasan terhadap kegiatan
tersebut serta evaluasinya .

(3) Seksi Institusi Kesehatan mempunyai fugas perencanaan pembinaan
perkembangan Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,
Puskesmas dan sarana kesehatan lainnya serta meningkatkan
pelayanan, pengawasan terhadap kegiatan tersbeut serta evaluasinya.

Bagian Kelima
Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Serta Penvehatan Lingkungan (P3PL)
Pasal 15

Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan
Lingkungan (P3PL) mempunyai tugas menyelenggarakan kegatan
kebesihan lingkungan, kebersihan tempat-tempat umum, pengawasan
kualitas air dan melaksanakan kegiatan pencegahan, pengamanan serta
pemberantasan penyakit .

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 15 Sub

Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta Penyehatan

Lingkungan (P3PL) mempunyai fungsi :

2. Perencanaan kegiatan kebersihan lingkungan dan kebersihan tempat-
tempat umum dan industri serta pembinaannya ;

b. Perencanaan kegiatan pengawasan kualitas air dan pembinaannya ;

¢. Perencanaan kegiatan pembserantasan penyakit dan
penanggulangannya |

d. Perencanaan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit |

e. Melakukan evaluasi kegiatan program sesuai tugas pokok .

Pasal 17

(1Y Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit serta
Penyehatan Lingkungan (P3PL) terdin dan :
a. Scksi Pencegahan dan Pengamanan Penyakit ;
b. Seksi Pemberantasan Penyakit ;
¢. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum .

(2) Masing-masing Seksi sebagaimanaaa dimaksud ayat (1) dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berada d bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit serta Penychatan Lingkungan (P3PL) .

Pazal 1§ ...
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Pasal 18

(1) Seksi Pencegahan dan Pengamanan Penyakit mempunyai tugas
perencanaan kegiatan pencegahan dan pengamatan penyakit berupa
survailand epidemiologi , vaksinasi rutin dan insidental pada
Puskesmas, Pustu, Posyandu dan Unit pelayanan kesehatan lainnya
serta menganalisa hasil penelitian penyakit, pembinaan terhadap
pelaksanaan pencegahan dan pengamatan penyakit tersebut secara
evaluasi .

(2) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas perencanaan
kegiatan pemberantasan penyakit menular, menular langsung dan
penyakit yang bersumber binatang serta pepanggulangannya,
pembinaan terhadap kegiatan pemberantasan penvakit tersebut serta
evaluasi .

(3) Seksi  Penvehatan Lingkungan dan Tempat-tempat Umum
mempunyai fugas perencanaan kegiatan kebersihan lingkungan,
pemukiman dan fempat-tempat umum dan pengawasan kualitas air,

. pembinaan terhadap kegiatan kebersihan lingkungan dan tempat-
tempat umum tersebut serta evaluasi /

Bagian Keenam
Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi
Pasal 19

Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi mempunyai tmgas
melaksanakan pembinaan dan pengendalian obat, alat kesehatan,
kosmetik, obat tradisional, makanan minuman dan bahan berbahaya
dalam rangka pelayanan keschatan dan perlindungan terhadap
masyarakat .

Pasal 20

. Untuk menyelenggarakan fugas sebagaimana dimaksud Pasal 19. Sub

Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi mempunyai fungsi :

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan produksi abat, alat
kesehatan, kosmetik, obat tradisional, makanan minuman dan abhan
berbahaya ;

b. Melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi obat, alat
kesehatan, kosmetik. obat tradisional, makanan minuman dan bahan
berbahaya .

Pasal 21

(1) Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi terdini dari
a. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Obat dan Obat Tradisional ;
b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian makanan minuman dan bahan
berbahaya ;
¢. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Kosmetik dan Alat Kegehatan.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sub Dinas Pembinaan Pengendalian Farmasi .

Pasal 22 ..
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Pasal 22

(1) Seksi Pembinaan Pengendalian Obat dan Obat Tradisional mempunyai
tugas melaksanakan perencanaan kegiatan bindal tethadap pengelolaan
obal, pelaksanaan bindal dan pengendalian produksi dan distribusi obat,
obat tradisional serta penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika
dan Zat Adiktif lainnya) , evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut
serta evaluasi .

(2) Seksi Pembinaan Pengendalian Makanan Minuman dan bahan
berbahaya mempunyai fugas melakukan perencanaan kegiatan bindal
terhadap produksi maupun distribusi makanan minuman dan bahan
berbahaya serta sarananya, evaluasi terhadap kegiatan tersebut .

(3) Seksi Pembinaan Pengendalian Kosmetik dan  Alat Kesehatan
mempunyai tugas melakukan perencanaan kegiatan bindal terhadap
produksi maupun distribusi kosmetika dan alat - keschatan serta
sarananya, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut .

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Pemberdayaan M asyarakat dan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan M asyarakat (TPKM)
Pasal 23

Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
program penyuluhan kesehatan masyarakat, institusi serta JFKM melalui
promosi dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan evaluasi
program .

Pagal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sébagaimana dimaksud Pasal 23, Sub

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan JPKM mempunyai fungsi :

a. Merencanakan kegiatan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan
metode dan media sesuai kebutuhan baik langsung maupun tidak
langsung ;

b. Memformulasikan metode/cara promosi kesehatan sesuai kebutuhan
program |

¢. Perencanaan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat ;

d. Perencanaan kegiatan usaha kesehatan institusi ;

e. Perencanaan kegiatan pembinaan JPKM ;

f.  Evaluasi kegiatan program sesuai tugas pokoknya .

Pasal 25

{1) Sub Dinas Pemberdayaan M asyarakat dan JPKM terdin dari :
a. Seksi Methode dan Promosi Kesehatan
b. Seksi Peran serta masvarakat dan Penyuluhan/Bimbingan Kesehatan;
¢. Seksi JPKM dan Usaha Ke&ehatan Sekolah .

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Sub Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan JPEM .

Pasal 26 ..




Pazal 26

(1) Seksi Methode dan Promosi Keschatan mempunyai tugas penyusunan
rencana operasional kegiatan KIE-promosi keschatan, perancangan dan
pengembangan methode penyuluhan dan pembudayaan perilaku hidup
bersih dan schat, monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan
evaluasinya .

(2) Seksi Peran serta Masyarakat dan Penyuluhan/Bimbingan Kesehatan
mempunyai tugas menyusun rancana operasional pembinaan dan
penggerakan peran serta masyarakat, perancangan bentuk kemitraan dan
kerja sama lintas sektor serta bimbingan pengobatan tradisional,
penyusun rencana penyuluhan/bimbingan kesehatan, monitoring
terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut serta evaluasinya.

(1) Seksi JPKM dan Usaha Kesehatan Sekolah mempunyal ftugas
penyusunan rencana operasional pembinaan dan penggerakkan upaya
kesehatan institusi dan peningkatan derajat kesehatan anak sekolah,
penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan pelaksanaan JPKM,
monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan evaluasinya .

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pa=al 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur penunjang sebagian
tugas Dinas Kesehatan .

Pasal 28

Dinas Keschatan membawahi UPTD yang terdiri dari 24 (dua puluh empat)
Pugkesmas .

Pagal 29

Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan dibantu
beberapa staf untuk melaksanakan tugas .

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam beberapa
jenis jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pasal 31 .
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Pasal 31

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 30 terdin dan :

FR e oo OB

e xl—u o

Dokter dan D okter Gigi ;

Perawat dan Perawat Gigl ;

Bidan ;

Pembantu Perawat dan Pembantu Bidan ;
Tenaga gizi ;

Tenaga sanitasi ;

Tenaga laborat ;

Tenaga pekarya ;

Tenaga pelaksana farmasi ;

Pengawas farmasi dan makanan ;

. Apoteker ;

Asisten apoteker .

IIl. Lampiran V diubah sebagai benkut

A.

(1)

(2)

Pasal 3 huruf e diubah sehingga dibaca menjadi :

e. Pelaksana pengawasan dan penyuluhan dibidang kemetrologian serta
pelaksanaan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya .

Pasal 1 6 ayat (1) huruf d diubah sehingga dibaca menjadi
d. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen .

Pasal 17 avat (4) diubah sehingga dibaca menjadi :

(4) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas
melaksanakan tera dan tera ulang alat-alat wkur, takar, timbang dan
perlengkapannya, bimbingan teknis kepada para pengusaha dan
pelaksanaan reparatur  alat-alat ukur, takar, timbang dan
perlengkapannya ., melakukan penyiapan bahan bimbingan tekms
perlindungan konsumen yang meliputi pembinaan kepada pelaku
usaha dan konsumen, pemberian pelayanan pengaduan,
pengawasan pelaksanaan barang / jasa yang beredar di pasar serta
melakukan kerja sama / koordinasi dengan pelaku usaha, ]Jmamﬂ;l

plembaga terkait dan penyusunan bahan informasi .

Pasal I

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustnian,
Perdagangan dan Koperasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini .

Peraturan D aerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ..
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Agar seliap orang dapat mengetaluinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam .
Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 Pebruari 2002

BUPATI DEMAK

Dra. Hj. ENDANG SETYANINGDYAH

. ' Disetujui DPRD Kabupaten Demak

Dengan Keputusan Nomer 32/KEF.DPRD/2002 .
tanggal 21 Pebruari 2002 .

Diundengkan di Demak
Pada tanggal 25 Pebruari 2002

SEERETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
v

Pembina Utama Muda
NIF. 010 072 04)

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2002 NOMOR 12
SERI D NCMCR 7 .




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

LAMPIRAN : PERATURAMN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR wif ﬂu TAHUN 2002
DINAS KESEHATAN TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
HOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBEMTUKAN SUSUNAN
—.ﬂb.mc_ub..—-mz _umgb__—ﬂ ORGANISAS! DAN TATAKERJA DINAS-DINAS DAERAH DI
) LINGEUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DINAS
SUB BAGIAN
' PENYUSUNAN PROGRAM
KELOMPOK :
JABATAN FUNGSIONAL BAGIAN SUB BAGIAN
TATA USAHA KEPEG. & TENAGA KESEHATAMN
SUB BAGIAN
£ UMUM & KEUANGAN
SUB DINAS BN TN s e SUB DINAS SUB DINAS
e e A BERANTASAN PENYAKIT SERTA .. | PEMBERIVUAAN MASYARAKAT
ITU . :
& INSTITUSI KESEHATAN PENYEHATAN LINGK. (P3PL) BINDAL FARMASI DAN JPKM
| | ] ]
SEKS) SEKSI SEKSI SEKSI
KESEHATAN KELUARGA FENCEGAHAM & PENGAMATAN - BINDAL OBAT & OBAT 1 METHODE & PROMOSI
PENYAKIT TRADISIONAL KESEHATAN
SEKSI
SEKSI SEKSI SEKSI
GIZI ] PEMBERANTASAN PENYAKIT || BINDAL MAKANAN, MINUMAN | PERAN SERTA MASY. &
= & BAHAN BERBAHAYA PENYUL. / BIMB. KESEHATAN
SEKS
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